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Uji Materi UU Amnesti Pajak, Ini Jawaban PP Muhammadiyah

Senin, 19-09-2016

YOGYAKARTA, MUHAMMADIYAH.OR.ID - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Surat
Edaran(15/9)untuk menanggapi kesimpangsiuranyang terjadi di masyarakat terkait Undang-undang
Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 atau Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Surat Edaran itu terdiri dari lima poin dengan nomor 488/EDR/I.0/I/2016.

Muhammadiyah tidak berdiam diri atas banyaknya pemberitaan yang ada di media massa maupun media
sosial terkait Pengampunan Pajak. Apalagi ditambah simpang siur yang memberitakan bahwa
pemberitaan tersebut adalah bersumber dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, padahal berita itu hanya
isu belaka.

Dalam surat edaran poin pertama disampaikan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak
mengeluarkan keputusan untuk melakukan Judicial Reviewterhadap UU Pengampunan Pajak. Hal
tersebut dikeluarkan untuk menganggapi isu yang beredar di tengah masyarakat, yang menyebutkan
bahwa Muhammadiyah akan melakukan Judicial Review. Pimpinan Pusat Muhammadiyah selalu
berprinsip dengansikap seksama, bijak dan berusaha menghindari hal-hal yang menimbulkan pro-kontra
yang tidak produktif dalam menentukan kebijakan atau keputusan tertentu.

Pimpinan Pusat Muhammadiyahtelahmelalukan dialog aktif untuk mengetahui semua tentang
pengampunan pajak. Hal tersebut dilakukan agar pihak Muhammadiyah dapat dengan matang dalam
memahami dan menanggapi persoalan amnesti pajak. Maka dari itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah
menerima audiensi dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan pejabat terkait lainnya.

“Muhammadiyah selalu memprioritaskan azas amar ma'’ruf nahi munkar dan tajdid, berjuang di atas
kepentingan umat dan bangsa. Berjalan dengan demokratis, kritis, elegan dan cerdas. Termasuk dalam
menanggapi persoalan amnesti pajak, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menyampaikan
saran-saran terkait amnesti pajaktentu dilakukan dengan cara pengadaan komunikasi langsung dengan
pemerintah terkait. Tidak melalui media yang menimbulkan multitafsir ataupun kontra-produktif,” seperti
yang tertulis dalam SE tersebut.

Selanjutnya dalam surat edaran poin ke-empat memuat penekanan terkait kunjungan Menteri Keuangan
Republik Indonesia, Sri Mulyani. Pada kesempatan tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah
menyampaikan pemikiran dan masukan terkait amnesti pajakpada khususnya dan kebijakan perpajakan
pada umumnya, yaitu (a) Melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada seluruh elemen masyarakat
dengan melibatkan berbagai unsur baik aparatur pajak maupun masyarakat. (b) Meningkatkan kinerja,
integritas, dan kredibilitas aparatur pajak untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi
perpajakan dan menumbuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. (c) Memaksimalkan
usaha-usaha mengembalikan uang negara yang tersimpan di luar negeri, khususnya dari kalangan
konglomerat yang terindikasi menyimpan dana di luar negeri dan tidak mematuhi kewajiban membayar
pajak. (d) Memastikan agar amnesti pajaktidak menimbulkan dampak buruk terhadap hajat hidup rakyat,
serta tidak mentoleransi tindak pidana korupsi, pencucian uang dan kecurangan pajak. (e) Melakukan
reformasi institusi perpajakan dan mengoptimalkan usaha-usaha penarikan pajak dari wajib pajak sesuai
Undang-undang dengan cara yang lebih sistematis, intensif, elegan dan santun sehingga dapat
meningkatkan pendapatan negara dari pajak sekaligus tingkat rasio pajak.

Terakhir, dari SE PP Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum, Haedar Nashir dan Sekretaris
Umum, Abdul Mu'ti terkait amnesti pajak mengimbau kepada seluruh majelis, lembaga dan ortom,
termasuk pemimpin amal usaha Muhammadiyah agar tidak membuat pernyataan yang tidak sesuai

page 1/3



Berita: Muhammadiyah

dengan sikap resmi otoritas Persyarikatan Muhammadiyah.

PIIPINAN FUSAT MUHAMMADIAH

SURAT EDARAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG
MASALAH UNDANG-UNDANG PENGAMPUN AN PAJAK
Nomor: 488/ EDRN.IN2014

Alhirakhr in banyak pembentasn media massa dan media sasial berkan mengan sHap
Pimpinan Pusat Muhammadivah terhadap pelaksanaan Undang-undang Pengampinan
Fajak Momor 11 Tanhun 2018 stau sering disetut Undang-undang Tar Ammesly yang isuiya
simpang siur. Pembesitaan tersabut sebenamya bukan bersumber dan permyataan dan basil
kaputugan resmi Pinpinan Pusat Muhammadiyah,

Sehubungan dengan hal tersabut, Pimpinan Pusat Mubammadiyah menyampaikan edaran
2an menyalakan sabagas barikul

1. Bahwa sampai saat ini lidak ada keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkai
dengan rencana melakukan Judicisd Seviaw Btas Undang-undang Pengampuran Pajak
ataw Tax Amvesty. Pimpinan Pusat Muhsmmadivah dalam mengambd kebijaikan atau
keputusan barusaha melakukannya secara saksema dan hab-hati dengan berpedoman
pada prnsip dan ketenluan organisasi yeng bertaku, menghindarkan hakhal yang
menimbulkan keresahan dan pro-kenlra yang tidaic produktf, sera mempestimbangsan
maslahat den madharainga dari berbagai aspek dan sudul pardang bagi kepentngan
Parsyarikatan, umat, dan masyarakat luas,

2. Dalam hal Tex Ammesly Pimpinan Pusat Muhammagyah berusaka mendapatkan
pemahaman yang benar dan mengelieh dengan menggali informasi dan sumber
sumber  yang dapal dpecayas, kedibel, dan  independen. Pimpnan  Pusal
Muhammadiyah juga berdialog dengan sejumiah ahd dan pihak bk memgenales
pendalaman pemahaman secara objekil Sebagai suaty  benluk  korunikasi dan
mendapatkan penjedasan yang berimbang, Fimpinan Pusat Mubammagsah mensrima
audiersi Mentesi Meuangan, Difen Pajak, dan pajabad terkait lainnya, Hal demikian
dimaksidkan agar Muhammadiah dapat mangamil kepulusan yang fepat, anl, dan
bijaksana unluk sebeasar-besarmya kepentingan atau kemaslahatan Persyarkatan, umat,
dan bangsa. Semua dilakukan secera demokratia, kritis, cerdas, elegan, dan bermartabat
sehingga tdak ada intervensi dari atau dimanfasikan oleh siapapun dan unlk
kepentingan apapun 4 luar kepentingan Persyarikatan, umal, dan bangsa,

3, Bebagai kekuatan dan organisasi masyarskat madani, Muhammadivah senamiasa
beruang unluk kepenlingan umal dan bangsa, Sesual dengan idenlitasmya sebana
gerakan dalwah smar ma'ruf nahl munkar dan fajdid. Muhammadivah betkomiimen
urfuk besjuang membels kapentngan umal dan bangss diserdai skap yang cerdas,
posd, dan kareklif leshadap kebijakan yang bertentangan dengan Ajaran bslam, misi
Persyarikatan, Undang-endang Dasar 1945, dan kedaulatan Megara Kesatuan Republi
indanegia. Sebagasmana Kepnbedian dan Khilah Muhammadiyah, Pimpinan Pusat
Muhammadivah menyampaikan saran-saran konstruklf temang Tax Ammesly secara
langsung kepada Pemenntah, bukan melalul parmyatasn media yang dapat menmbulan
salah penalairan den konlraproduktd, Muhammadivah dalam kehdupan kebangsaan
genanligsa  bevpedoman  pada  peinsip-prinsip dan gans  pefquangannya,  tdak
memgasisikan diri sebagsl pandukung alaupun opessi sera menjatankan misi dakwah
secara cerdas, bijaksana, dan dalogis. Dengan mengambil sikap dan peran yang
dermikian Muharmmadiyah sangat leluasa moralankan misi dakwahnya sera Sdak akan
kehilangan rartabat dan keparcayaan dar masyarakal luas.
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4. Dalam penamuan dengan Merled Heusngan Republi Indonesia besena rombangan,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan  pemikiran dan masukan kepada

Pamenriah tertang palaksanzan Tax Ammesty Khususnya dan kebijskan perpajakan
pada wmumnga arlana lain:

{9) metaksarakan scsilisasi secara maksimal Bepada saleuh elemen  masyarakal
dengan mekbatkan berfmagai unsur baik Aparatur pajak Maupun masyaraat

[ manngkatian kineia, nlegilas, dan kiedibiltas aparatur pajas il membangun
kepercayaan masyarakat ierhadap mstilusi perpajakan dan merumbuhkan kepatuhan
masyarakal dalan membagar pajak.

() memaksimalkan usaha-usaha mengembalikan uang negara yang bersimpan ol uar
rger, khususnys darl kalangan kenglomeral yang terindiasi menyimpan dana o luar
neged dan tidak mematuhi kewajitan membayar pagk. 2

|d) memastikan agar Tae Amnasty idak menimbulkan dampak buruk kerhadap ha@t hidup
rakyal, serld lidak mentolesansi lindak pidana  kofupsl, pencucian wang, can
kecurangan pagak

(e} metakukan relormasi inslilusi perpajakan dan mengopbmakan usaba-usaha panarizan
pajak dar wajin pajak sesuai Undang-Undang dengan cara yang lebih sstemeds,
imenslf, elegan, ¢an saniun sehingga depal meningkatkan pendapatan negara dadi
pafak sekaligus lirgkal rasic pajak.

5. Desmi menjage solditas gerakan dan tarmb crpansasi, Prmpnan Pusatl Mubammadiyah
menghimbay  dengan  sangal  kepada  sesirh  Unswee  Pembardy  Pimpinan
{MapalisiLembagaBea), Pimpnan Amal Usaha, Organisadi Clonom. seia Fampangn dan
anggola Persyarikatan di semua tnghatan bak menganal Tax A Iy maupun
masalah-masalah strategis arganisas: uuk (a) bdak membual parnyataan yang tdak
sesual dengan sikap resmi dan olorias Persyankatan, [B) mengindahkan prnsip,
peralman, sslem, dan  kelentuan-kelenluan  yang beriaku dalurn- Parsyariatan;
[c) melakukan komurkasl, konsultasi dan kenasama sosaliasi dengan aparatur
perpajakan dan phak berwenang 6 semua strukbur sehingga diperoleh pemahaman
yang benar berlang pelaksanasn Tax Ameashy, dan {d}y memgapkan hakhal yang
diperiukan pa Undang-undang Tax Ammesly digksanakan seperuhnya oleh Femanniah,
Walaupun dimungnkan ditakusan Judicial Review okh indivdu wamga negara ataw
lembaga lain, secars hukem Urdang-undang Tax Ammesly letap Denaky samps wda
keputu=an |gn secara resmi dan Makiairah Konshibis

Demikian Sural Edaran ini dibuat uniul dmaklumi dan ditaksanakan sebagaimana mastinga.
Semoga Allah SWT sananligss meimpabican berkah dan anugerah-Nya kepada kita dalam
renjalankan fisalah daksah melalul Muhammadiysh. Mashrn min Allat wa Fathun Qarih.

it Y
H, Haedar Mashir, M8l 0 020 Dr. H. Abdul Mu'ti, M_Ed.
o 545549 SEARTETT T A 750178

UNDUH SURAT EDARAN PP MUHAMMADIYAH TENTANG MASALAH UU PENGAMPUNAN PAJAK.
KLIK DISINI
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